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PERJAHJIAH I{ERJA SAI!'A
AHTARA

UPTD RuluAH s*Krr u[ruil DAERAH KorA $ALATIG/{
DAiI

RUMAH SAKIT UII,IUGfr FUSAT DT. }{ARIADI SEMARANG
TEHTAtTIG

PELAYAI{*}-I RUJUKAN PASIEN

Homor : 44e /omb.t /iol.t /ttl /url
Homor : HX_03.{}lJI.tvt tgb fia21

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua puluh Satu (1-3-2021),
kamiyang bertandatangan dibawah ini :

!r' Sf Pamuji Eko Sudarko, ll!.l{es selaku Pelaksana Tugas Direktur UPTD RumahSakit Umum Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dijalan oiamaliki Nomor 19 Salatigaberdasarkan $urat Perintah Walit<eta Salatiga illcm*r B*}llzz/itsaS tanggat 30 Desember
2020 tentang Pelaksana Tugas Direktur Humah Sakit Umum Daerah $liatiga dalam halini bertindak untuk dan atas nama Rumah sakE umum Daerah siratiga, yangselanjutnya disebut "PIHAK X=S*TU".

PI' o* 
-qq{lk,Tugasworo 

Pramukaryo,. Sp.S{K} setaku Pelaksana Tugas DirekturUtama RSUP Dr. Kariadi Semarang, beike*uauri* dl Jalan Dr. Sutomo Nomor 16Semarang berdasarkan $ural Perintah Menteri Kesehatan Nomor
KP'03'04IMENKES/4$12021 tanggal 2S Januari 2il21 tentang Pelaksana fugr* Direktur
Utama RSUP Dr. Kariadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUp Or. Kariadi,yang selanjutnya disebut *plHAK N=IIUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk sela*jutnya disebut PARA ptHAK dan masing-
masing disebut PIHAK,

IARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian keda sama tentang pelayanan Rujukan
Pasien menurut ketentuan sebagaimanateicantum diam pasal-pasal-senag;iberikut:

Pasal t
BASAR HUill'T![

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun I00i tentang Keuangan Negara.
? undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendlharaan Negara.
3' Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. undang-undang Nomor zs rahun 2004 tentang praktik Kedakteran,
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun ?S0$ tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomar 11 Tahun:S20.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomorl1 Tahun 2020.
7. Undang-Undang Namor 23 Tahun ZS14 tent*ng per*erintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2S05 tent**g Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
tahun 2A12.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor S9GIMENKES/SKA/|I|I*$O7 tanggal 2 Agustus
2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nor*ar 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Urnum Pusat Dr. KariadiSemarang.

Psraf Pihak I {fr {L
Peref Pihak ll 14)

2

1



11' Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi semarang Nomor HK.02.03/l.lvl660/201gtanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan p"*nu"t"n rrtan;ian xerjasama di RSUp Dr.Kariadi.
12' Keputusan Direktur utama RSUP Dr. Kariadi semarang Nomor HK.02.0311 .lv/gs7lzarctanggal 5 Juti 2CI19 tentang Pedcman Pembuatan pefran;ian xeriaJi*, di RSUp Dr.Kariadi.

KErE#;il'u*u*
Dalam perjanjian kerja sama iniyang dimaksud dengan :

(1) UPTD Rurnah Sakit umum Daerah.,Kota salatiga yang selanjutnya disebut RsuD
rota satatiga adatah Rumah sa*it umum nrliarr Mitik pemer;ntan Daerah Kotasalatiga yang melaksanakan Pola,Pengelolaan g-ad;n Layanan umum oaerah (BLUD);{2) Rumah sakit umum Pusat Dokter-Kariioi -serarang 

yang selanjutnya disebutRsuP Dr' Kariadi semarang adalah unit pela*ana teknis di lingkungan KementerianKesehatan yang berada di bawah.oan lerta;&;& jawab kepada Direktur Jenderat

(3) Pihak P-9sir1n Ruiukan adalah Pihak yang merujuk pelayanan kesehatan pasien
[epada Pihak penerima Rujukan.

(4) Pihak Penerima Ruiukan adalah Pihak yang menerima rujukan pasien dari pihak
Pengirim Rujukan.

{5) Pasien adalah pasien. yang dirujuk dari Pihak pengirim Rujukan kepada pihak
Penerima Ruiukan untuk mincapitt<an pu***i*aan penunjang atau tindakan medissesuai surat rujukan dan/atau surat pengantar

{6) sistem 
" 
Rujuian .adalah p*ny*ring*i.aa; petayanan kesehatan yang mengaturpelimpahan tugas dan.tanggung;awab pelayanan kesehatan secara timbal balik.(7) Ruiukan Pasien adalah ruJuka'n petayanan Pasien dari pihak pengirim Rujukan kePihak Penerima Rujukan.

{8) Rujukan Parsial adatah pengiriman Pasien atau spesimen ke pihak penerima Rujukandalam rangka menegakkan diagnosis _atau pemberian terapi, yang merupakan saturangkaian perawatan dan dijamin oleh pihak Fengirim Rujukin.(9) Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dofiei y.ni berisi petimpahan tugas dantanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal natin, nait secare'vertikal irarprn
horizontal.

(10)Surat Jaminan,Pembayaran adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak pengirim
Rujukan sebagai jaminan pembayaran atas riiaya yang timbul sehubungan dengan
pelayanan kesehatan pasien yang dikkukan pihak peneriira Rujukan.

(11)Tarif adalah daftar harga pelayanan kesehatan yang diternitran secara sah oleh
masing-masing 

.Pihak dan merupakan dasar bagi Para Fihak untuk membayar semua
pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

(12)Biaya adalah sejumlah nominal uang yang harus dibayarkan salah satu pihak kepada
Pihak yang lain sebagai bentuk biaya jasa atas layanan kesehatan yang telah diberikan,

, -. yang perhitungannya didasarkan pada Tarif yang berlaku.
(13)Proses Administrasi adalah proses |embuatan dan/atau pengisian danlatau

penyerahan dokumen danlatau formulir yang diperlukan untuk mendipatkan layanan
kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada proses penerimaan pasien dan frosespenyerahan Surat Jaminan.

(14) Badan Penyelenggara Jaminan Sosiat yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pragram jaminan sssial.

Pasal 3
DASAR FERJANJIAil KERJA SAt'ilA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian keria sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama
dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan Sistem Rujukan
pelayan an kesehatan sesuai den gan peratu ran perundang-undan gan.
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pasal 4
RUA'{G LIIIGfTUP

R-uang lingkup keda sama adalah pelaksanaan Sisiem Rujukan pelayanan kesehatanyang meliputi :

b. Pelayanan Rawat Jalan;c Pelayanan Rawat lnap;
d. Pelayanan Gawat Darurat;
9 Pelayananan tCU, pICU/NICU;
f. Pemeriksaanpenunjang;
g. Pelayanan Hemodialisa;
h. Pelayanan POHEK.

P*rsf Pihak I /fr. $
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(2) Pelaksanaan $istem-Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah rujukandimana PIHAK KESATU akan merujur te rumah 
=uNiptH*K Ka'D,A Ltau senaliknya.

Pasal 5
KETEHTUAH PELAYANAN RUJUKAN

i1) Pihak Pengirim Rujukan akan merujuk pasien epabila :a' Pasien membutuhkan pelayanin kesehatan spesiatistik atau sub spesialistik;b' Tidak dapat.memberikan pelayanan kesehaian sesuai dengan iebutunan pasien
karena keterbatasail sarana, prasarana, penunjang dan fasilitis neienatan dan/atauketenagaan.

{2) Pihak Penerima Ruiukan akan merujuk kembali Pasien ke Rumah Sakit milik pihak
Pengirim Rujukan apabita :

a' Permasalahan kesehatan Pasien {apat ditangani oleh pihak pengirlm Rujukan
sesuai dengan kompetensi dan kewenanginnya sebagai tempat pelayanan
kesehatan;

b. Kompetensi da.n kewenangan Pihak Pengirim Rujukan akan lebih baik dalam
menangani pasien tersebut;

c. Pasien membutuhkan petayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh pihak
Pengirim Rujukan sebagaitempat playanan teserratari untuk aljsan kemudahan,
efisiensi dan pelayanan jangka panjang; danlatau

d. Pihak Penerima Rujukan tidak dapai memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan Pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan
dan/atau ketenagaan"

(3) Pihak Pengirim Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarga
Pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang benreriang.

{4) Penjelasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3} sekurang-kurangnya ireliputi:
a. diagnosis dan terapidanlatau tindakan medis yang dipldukan; 

-

b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
c. risiko yang dapat timbulapabila rujukan tidak dilakukan;
d. transportasi rujukan; dan
e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

(5) Pihak Pengirim Rujukan berkewajiban untuk:
a. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi Pasien sesuai

indikasi medis serta sesuai denga* kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien
selama pelaksanaan rujukan;

b. Melakukan komunikasi dengan Pihak Penerima Rujukan dan memastikan bahwa
Pihak Penerima Rujukan dapat menerima Pasien dalam hal keadaan Pasien gawat
darurat;dan

c. Membuat surat pengantar rujukan atau Surat Rujukan yang sekurang-kurangnya
memuat:
1) identitas Pasien;
2) hasil pemeriksaan ianamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang)

yang telah dilakukan;
3) diagnosis kerja;
4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan:
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5) tujuan rujukan; dan
6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang rnemberikan pelayanan.

(6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {4} huruf b, wajib ditanggapi oleh pihak
Penerima Rujukan sebagai berikut:
a' menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensidan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
b' memberikan pertimbangan medis atas kondisi p*sien.

(7) Pihak Penerima nuJutal- hanya menerima Pasien sesuai dengan kemampuanpelayanan yang tersedia di pihak penerima Rujukan_
{8) Dalam hal membutuhkan laporan medis, mara PARA PIHAK menjamin telah memilikiotorisasi dari Pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul daripenyerahan laporan medis tersebut.

Pasal 6
PEHERINflA RUJT}KA}I

(1) Rujukan dianggap tetah terjadi apabila Pasien telah diterima oleh pihak penerima
Rujukan

tz) Pihak Penerima Rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatanlanjutan sejak menerima rujukan_
(3i Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baiksesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenispenyakit atau luka hadan yang diderita se*a sesuai aengan *d;"it;ktik kedokteranyang baik dan etika medis yang hedaku.
(4) Pihak Fenerima Rujukan wajil memherikan infonnasi kepada pihak pemberi rujukandalam bentuk resume medis mengenal perkembangan keadaan pasien setelah

memberikan pelayanan,

Pasal 7
TRANSPORTASI

{1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan
ffirana transportasiyang ada di pihak pengirim RuJukan.

(2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans
dan didampingioleh tenaga kesehetan yang kompeten dari Fihak i"ngiri* nujukan.

Paeal I
BIAYA PELAHSAHAAil P=LAYANAN

(1) liaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan Tarif yang bertaku di pihak penerima
Rujukan.

(2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
sebagai berikut:
a' Rujukan Pasien ?fJ! secara parsialditagihkan ke Pihak Pengirim Rujukan.
b. Rujukan Pasien BPJS secam penuh ditagihkan melalui klaim [e epJd;
c. Rujukan Pasien umum atau Pasien asuransi kesehatan lainnya ditagihkan pada

Pasien/keluarga Pasien yang bersangkutan.
{3) Penagihan biaya pelayanan kesehatan ditakukan oleh Pihak Penerima Rujukan sesuai

ketentuan yang berlaku diPihak penerima Rujukan,
(4) Dalam halterjadi perubahan Ta*f, waktu pemberlakuan perubahan Tarif tersebut sesuai

dengan waktu pemberlakuan ditempat PARA plHAK.
(5) Biaya transportasi untuk Rujukan Pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) Pembayaran biaya pelayanan kesefratan dilakukan cleh Pihak Pengirim Rujukan

selambatlambatnya 30 itiga puluh) hari seielah tanggal tagihan diterima,

Paraf Pihak I /frs
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(1) PARA PIHAK.berhak mengirimkan Pasien disertai.,!u.ngun surat rujukanlpengantar

[![:X,tf 
,H,Tr'g#;;i minoilatmn p"*"*i*r"nrti,,o"irn v;;n 6;u hkan iesuai

(2) PARA PIHAK berhak untuk mend3nllkan biaya petayanan pemeriksaanltindakan yangsudah dilakukan terhadap Pasien yailg dirujuk'iiii*x rain sesuai ketentuan daramperjanjian kerja sama ini.
{3) PARA PIHAK berkewajiban memberi- pelay.anan pemeriksaan/tindakan kepada pasienyang diruj u k pihak tain sesuai surar rujuka;i.r;;i i*;gantar.(4) PARA PIHAK berkewajib"n ***b"yar biaya p!,[v""nrn pemeriksaan/tindakan yangsesuai ketentuan daram perjanjian terja sanri inil 

-'-'-

Pasal g
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

*or,ro*,Xffi !11 E,AL uAs r

{1) setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksarakan dan menandatangani perjanjian

[:i:::il: ixi: 
*'n'masing-masins PIHAK;rli-s;;sevaruasi penrsaiaan pe4aniian

(2) PARA PIHAK 
.melalui unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan peganjian ke4a sarni ini.

*or*='tiEilJlru**
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini oleh satah satu Fihakdapat berakibat putusnya perjaniian *er3i simi ini apinila dalam.irng[, *aktu 1 (satu)bulan se.iak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari prnn( lainnya tentangpelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
(2) PARA PIHAK ltpakat untuk mengesampingkan herlakunya pasat 1266 dan pasat 1267Kitab undang-Undang Hukum P1$af {xuxre4 terhadap segala sesuatu yang

bertalian dengan pernutusan perjanjian ker.ia sama ini, sel,ringjg" pE*rtusan perjanlial
kerja sama ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK t*i" menunggu t<eputuian
hakim.

(3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk
menyelesaikan hak dan kerivajibannya yang sedang berjal*n.

Pasal {2
PENYELESAIAH PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai
perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara
musyawarah dan mufakat.

{2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, rnaka
PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan
melaluijalur hukum yang berlaku.

(3) PARA PIHAK untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana tergugat berdornisili,

Pasal l3
FORCE MAJEURE {KEADAAil MEnilAKSA}

(1) Yang dimaksud Force Majeure atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini
adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang herakibat
tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti
gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit,
pemogokan uffrum, huru-hara, sabotase, pefang, pemberontakan, revolusi dan

Paraf Pihak I rfr 
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peraturan kebijaksanaan pernerintahlpenguasa.
(2i Apabila terjadi F-o:n Maieuresepe*iier#iut paaa ayat {I} pasatini, maka ptHAK yangterkena Forcre Maieure harus memberitahukan secafa tertulis kepada PIHAK lainnyaselambat-lambatnya dalam waktu.-1 {satu} bulan sejak terjadinya peristiwa atauberakhirnya kejadian sebagaimana dimaisuo paoiiyat 1i; pasaiinr. '(3) setiap terjadi keadaan rbrce Maieuri" r*'irr-"?rrt keterangan yang menyatakanterjadinya peristiwe Force Maieure..tersebut yeng cinuat oleh pIHAK yang mengatamiperistiwa Force Maieure, wajib disarrran dhh instansi pemerintah'setempat yangbenrvenang, y?lg menyatakan aFl, kapan, oimana, mengapa, siapa dan bagaimanakaharf Force Majeure tersebut te4idi.
(4) PARA PIHAK dibebaskan dari kev,rajiban-kewajibannya yang diatur dalam perjanjiankerja sama iniapabira haltersebut diakibatkan olei iori* uale'ure

Fasal 14
J*HGTA WAI{TU PERJA}IJIAH

(1) Perjanjian kerja sama ini belaku sgl?mq 2 {dua} tahun terhitung mulai tangg at 1-4-2021sampai dengan tanggal 31-3-?023 dan 
'dapat 

diperbaharu-i/ Jip*rprn;rng apabiladikehendaki oteh PARA ptHAK"
(2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjalg atgs persetujuan pARA ptHAK denganketentuan dan. syarat-"y1ffi yang' akan 

-ditfntukan 
kemudian setamuat-lambatnya 3(tiga) bulan seberum berakhimya perjanjian kerja sama ini.(3) Pengakhiran perjanjian kerja simi liri tidak membebaskan PARA ptHAK untukmenyelesaikan kewajibannye yang sedang berjalan.

Pasal {5
KETEHTUAIT| LAtl,t - LA|N

(1) Hal-hal yang belum diatur dalarn perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian
berdasarkan kesepakatan pARA PIHAK_

{2) 99g"t, perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja samaini akan dibuat addendum atau amanceinen berdasarka" p*i*itrii,ri'Fann pIHAK
yang merupakan,bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja'sama ini.(3) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat,'dan atau i<omunikasi yang dibutuhkan
danlatau diharuskan untuk diberikan daniatau dihuat sehubungan dengan perjanjian
kerja sama ini, wajib dibuat secara tertulis dalarn Bahasa lndlnesia, iitanCatingani
Pejab3t yang beruvenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksirniti, pos
atau Emailke alamat berikut :

PIHAK KESATU : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga
Jl. OsamalikiNo. 19 Satatiga
Telp : {0I9Bi zz4fiz4

Eff"" 
'g'::l,tl33bn*",,com

PIHAK KEDUA : Rumah sakit umum pusat Dr. Kariadi
Jl. Dokter Sutomo No, 16 Semarang
Telp.: {024} 8413476,
Fax.: {024) 8318S17
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id
Kontak person : Gillan Teravosa, SH, MH.Kes
(Kepala Sub Bag Hukumi - $BITZZTTTI
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(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua} oleh PARA PIHAK, tanpa\'' 
pakiain Oari FlnRf manapun dan ditanda tangani diatas meterai secukupnya serta

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi

sesuai kebutuhan apabila diperlukan'
(2) perjanjian kerja sama ini dianggap sahfberlaku setelah ditanda tangani oleh PARA

plHhK pada hari dan tanggalsebagaimana tersebut diatas.

Pasal 16
PEHUTUP

BAJX,

PIHAK KEDUAPIHAK KESATU
UPTD RSUD Kota Salatiga r

r-ar- r I r tr 11\a1

Semarang \t-

Pramukarso, Sp.S{K)
Utama

lt dr. Itll.Kes Dr.
Direktur
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